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ABSTRACT 
 This research was conducted to see the effect of Service Quality 
Variables, Tax Sanctions, Tax Imposition, and E-Filing Implementation that 
supports taxation at the Ngawi Pratama Tax Office, the sample in this study were 
100 taxpayer respondents. The method used in this research was multiple linear 
regression analysis with the help of SPSS For windows application. Simultaneous 
testing results show the variable service quality, tax penalties, tax costs, and the 
application of e-filing affect the tax. The test results show partial service quality, 
tax penalties, and the application of e-positive filing affect tax approval. While the 
variable costs of applying negative taxes on taxpayer approval. 
Keywords: Service Quality, Tax Sanctions, Tax Compliance Costs, Application of 
E-Filing, Tax Compliance.  
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Variabel Kualitas 
Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya kepatuhan pajak dan Penerapan E-Filing 
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Ngawi, sampel dalam 
penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi 
SPSS for windows. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-
filing berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian secara parsial 
menunjukkan variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-
filing berpengaruh positif  terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan variabel biaya 
kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, 
Penerapan E-Filing, Kepatuhan Pajak. 
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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang paling 
aman dan handal, karena bersifat fleksibel dan teratur sebagai sumber pendapatan 
negara, serta menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur 
perekonomian, karena kondisinya mudah untuk dipengaruhi daripada penerimaan 
negara hukum bukan pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan 
pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan 
mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak untuk mengikuti 
perkembangan di berbagai segala aspek. Kebijakan-kebijakan baru yang 
dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan 
kontribusi penerimaan pajak. Maka dari itu wajib pajak orang pribadi dan wajib 
pajak badan dituntut memiliki kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak.  
Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab 
belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Melando, 2013). Oleh karena 
itu pemerintah terus menerus menekankan dan memaksa para wajib pajak agar 
melakukan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-hak 
perpajakannya. Apabila kepatuhan wajib pajak bisa terpenuhi dan terlaksana 
dengan baik pada suatu negara, maka penerimaan pajak ke kas negara akan 
semakin meningkat. 
Kepatuhan dicapai ketika ada faktor yang mempengaruhinya, dalam hal 
layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, kejelasan hukum yang kuat dan juga 
kesadaran orang-orang yang memiliki komunitas yang perlu mengelola 
pemeliharaan mereka. Selain itu, kualitas layanan wajib pajak harus menjadi 
prioritas utama, karena layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib 
pajak diharapkan untuk meningkatkan wajib pajak. 
Pegawai kantor pelayanan pajak yang tidak mampu melaksanakan atau 
memberikan pelayanan yang maksimal juga bisa menjadi salah satu pemicu 
rendahnya dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, kualitas layanan bagi wajib 
pajak sangat penting karena adanya pelayanan yang baik dan optimal yang 
diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan wajib pajak Arabella dan Yenni (2013) 
Untuk mendukung era globalisasi yang menuntut kecepatan dalam 
memperoleh atau mengolah informasi, pemerintah melalui Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-88 / PJ / 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 
21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan produk digital yaitu e-filing atau Sistem 
Catatan Elektronik. E-filing sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk 
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online 
dan real time serta melalui penyedia layanan aplikasi bekerja sama dengan 
Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan e-filing merupakan langkah awal yang 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem 
perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan 
yang lebih baik sehingga dapat memberikan kepuasan dan kompensasi wajib 
pajak. Wajib pajak yang merasa puas dengan kualitas pelayanan diharapkan 
mampu melengkapi perilakunya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga 
wajib pajak dapat mengalami peningkatan.  
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Pentingnya dilakukan dari penelitian ini yaitu karena hasil penelitian antara 
variabel pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, 
penerapan e-filing dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian atau tidak konsisten antara 
peneliti satu dengan penelitian lain. Dari perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk 
menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi 
Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak secara simultan dan parsial. 
 
KERANGKA TEORITIS 
Susmita dan Supadmi (2016) melakukan penelitian yang berjudul tentang 
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan 
Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang diperoleh yakni 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif 
dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak/Orang Pribadi (WP/OP), sedangkan 
biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan Wajib 
Pajak/Orang Pribadi (WP/OP).  
Endaryanti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing dan 
Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP 
Pratama Surakarta). Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan dan 
pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP/OP. Sedangkan 
sanksi perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
WP/OP, serta biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap WP/OP. 
 
Kualitas Pelayanan 
Menurut American Society for Quality Control, Kualitas didefinisikan 
sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik–karakteristik dari suatu produk atau 
jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang 
telah ditentukan dan bersifat laten. Menurut Boediono (2003) pelayanan adalah 
suatu proses besutan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan 
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan 
sedangkan berkenaan dengan kegiatan pemerintahan. 
Sanksi Perpajakan 
       Sanksi Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebuah 
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 
2006:39).  
Biaya Kepatuhan Pajak 
Biaya kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Ini 
berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan 
berdampak pada semakin tidak patuhnya seorang wajib pajak. Biaya kepatuhan 
pajak (tax compliance cost) sendiri dapat dibagi menjadi tiga yakni:  
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1) Biaya uang (direct money card), dimana ini merupakan biaya yang 
dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai 
wajib pajak. Biaya uang yang dimaksudkan dapat berupa  biaya yang 
besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax,biaya transportasi, dan 
biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan 
kewajibannya.  
2) Biaya waktu (time cost), dapat diartikan sebagai sebuah pengorbanan 
waktu yang digunakan untuk melakukan kewajiban perpajakan 
sebagai wajib pajak aktif. Biaya waktu ini seperti meluangkan waktu 
ke KPP untuk keperluan pelaporan, atau waktu untuk menyesuaikan 
prosedur pajak jika ada perubahan aturan perpajakan. 
3) Biaya pikiran (psychological cost), adalah beban pikiran psikologis 
yang dirasakan oleh wajib pajak berkaitan dengan pemenuhan 
kewajiban pajaknya. Salah satu contoh biaya pikiran adalah 
munculnya rasa stress dan dampak psikologis lain, jika melakukan 
pengajuan keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang. 
Penerapan E-Filing  
Pengertian E-filing sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 
Nomor PER-1 / PJ / 2014 merupakan suatu cara menyampaikan secara elektronik 
yang berhubungan dengan surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time 
yang diakses pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak 
(http://www.pajak.go.id). Dengan adanya e-filing ini diharapkan mampu untuk 
mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Sedangkan pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah proses, cara, perbuatan yang menerapkan suatu pemasangan atau sebuah 
pemanfaatan. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak 
yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang real time kepada 
kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara 
memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online 
yang real time yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Rahman (2011) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 
sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah dimana ketika 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak 
perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan 
membayar pajak terutang, membayar tunggakan serta menyetorkan kembali surat 
pemberitahuan. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang 
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bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono, 2011:8). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Waktu penelitian yang 
dilakukan untuk menghasilkan penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019 – 
Juni 2020 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sebanyak 110 
koresponden pada tahun 2019; dengan teknik pengambilan sampel berupa 
purposive sampling. 
  
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
Kualitas Pelayanan 
Indriyani dan Askandar (2018), kualitas pelayanan merupakan upaya 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya 
dalam mengimbangi harapan wajib pajak. 
Variabel kualitas pelayanan diukur menggunakan 5 item pertanyaan yang 
diadaptasi dari Pranadata (2014). Indikator pengukuran yang dipakai mencakup:  
1. Layanan pajak yang baik.  
2. Perlakukan pembayar pajak secara adil dan tanpa diskriminasi.  
3. Bantu Anda memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.  
4. Pertimbangan keberatan wajib pajak terhadap pajak yang dikenakan.  
5. Kepuasan dengan kualitas layanan pajak saat ini. 
Sanksi Perpajakan  
Sanksi Perpajakan diatur dalam Perundang-undangan Perpajakan yang harus 
ditaati jika sebaliknya akan mendapatkan sanksi yang berguna untuk mencegah 
wajib pajak taat pada norma perpajakan Indriyani dan Askandar (2018). 
Indikator pengukuran yang dipakai mencakup:  
1. Sanksi harus dijatuhkan dengan ketat.  
2. Sanksi dikenakan pada semua wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran.  
3. Sanksi dalam SPT sangat dibutuhkan.  
4. Sanksi pajak diharuskan untuk memberikan wajib pajak dengan 
disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.  
5. Sanksi terhadap wajib pajak harus sejalan dengan sanksi kecil yang 
telah dilakukan.  
6. Denda pajak akan dibebankan setelah pembayaran terlambat.  
7. Penerapan sanksi pajak harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 
Biaya Kepatuhan Pajak 
Biaya kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Ini 
berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan 
berdampak pada semakin tidak patuhnya seorang wajib pajak. Indikator 
pengukuran yang dipakai mencakup:  
1. Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.  
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2. Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax, 
biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan 
pelaporan SPT.  
3. Meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan SPT.  
4. Membutuhkan waktu dalam pelatihan pegawai dan penyesuaian prosedur 
lainnya jika ada perubahan aturan perpajakan.  
5. Merasakan dampak psikologis jika melakukan kesalahan dalam pengisian 
SPT.  
6. Ada rasa stress dan dampak psikologis lainnya jika melakukan pengajuan 
keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang 
Penerapan E-Filing 
E-filing adalah aplikasi yang digunakan untuk membayar pajak lewat aplikasi 
berbasis online, aplikasi ini berguna dalam penyampaian SPT, perusahaan yang 
menyediakan aplikasi pelaporan SPT ini telah ditunjuk oleh DJP. Indikator 
pengukuran yang dipakai mencakup:  
1. Operasikan pengarsipan sesuai kebutuhan. 
2. Keuntungan e-filing.  
3. Menampilkan pengarsipan elektronik dengan mudah.  
4. Penggunaan e-filing. 
5. Sistem layanan e-filing.  
6. Kepuasan dengan penggunaan e-filing 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Wajib Pajak diperbolehkan untuk menghitung sendiri seberapa besar pajak 
yang akan dikeluarkan, wajib pajak mempunyai wewenang dalam menghitung 
pajak yang akan dikeluarkan dan membayarnya sendiri sebesar jumlah pajak yang 
telah dihitung dan itu juga harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. Indikator pengukuran yang dipakai mencakup: 
1. Lakukan perhitungan pajak dengan benar 
2. Kepatuhan saat menghitung dan membayar 
3. Kepatuhan dengan pelaporan SPT yang tepat waktu  
4. Tidak mempunyai tunggakan. 
 
Metode Analisis Data  
Metode yang digunakan adalah analisis data regresi linier berganda. 
Metode analisis ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dua atau lebih dari 
variabel dan dapat menunjukkan arah hubungan variabel dependen (X) dan 
variabel independen (Y). 
Rumus untuk mengukur regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
KWP= α+β1KP+β2SP+β3BKP+β4PeF+ε 
Keterangan :  
KWP  = Kepatuhan Wajib Pajak  
α  = Konstanta  
β = Koefisien regresi  
KP  = Kualitas Pelayanan  
SP  = Sanksi Perpajakan  
BKP  = Biaya Kepatuhan Pajak  
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PeF  = Penerapan e-Filing 
Ɛ  = Eror 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KP 100 3,400 5,000 4,26400 ,438436 
SP 100 3,140 5,000 4,17620 ,385046 
BKP 100 3,000 5,000 4,18450 ,422846 
E-filing 100 3,170 5,000 4,07370 ,421687 
Kepatuhan Pajak 100 2,750 5,000 3,93000 ,607279 
Valid N (listwise) 100         
       Sumber : Data primer diolah 2020 
Variabel Kualitas Pelayanan diperoleh rata – rata (mean) variabel sebesar 
4,264 dengan standar deviasi sebesar 0,438. Dari hasil uji ini didapatkan nilai 
maximum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 3,400. Hasil rata – rata 
menunjukkan bahwa responden mendapatkan nilai 4,26 yang menunjukkan bahwa 
rata – rata responden memilih jawaban sangat setuju. 
Variabel Sanksi Perpajakan didapatkan rata – rata variabel (mean) sebesar 
4,176 dan juga standar deviasi sebesar 0,385. Dari hasil ini juga didapat nilai 
maximum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 3,140. Hasil rata – rata 
menunjukkan bahwa responden mendapatkan nilai 4,176 yang menunjukkan 
bahwa rata – rata responden memilih jawaban sangat setuju. 
Variabel Biaya Kepatuhan Pajak diperoleh nilai rata – rata variabel (mean) 
sebesar 4,184 dan nilai standar deviasi sebesar 0,422. Dari hasil uji ini diperoleh 
juga nilai maximum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 3. Hasil rata – rata 
menunjukkan bahwa responden mendapatkan nilai 4,184 yang menunjukkan 
bahwa rata – rata responden memilih jawaban sangat setuju. 
Variabel Penerapan E-filing diperoleh nilai rata – rata variabel (mean) sebesar 
4,073 dan nilai standar deviasi sebesar 0,421. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai 
maximum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 3,170. Hasil rata – rata 
menunjukkan bahwa responden mendapatkan nilai 4,073 yang menunjukkan 
bahwa rata – rata responden memilih jawaban sangat setuju. 
Variabel Kepatuhan Pajak diperoleh nilai rata – rata variabel (mean) sebesar 
3,930 dan nilai standar deviasi sebesar 0,607. Dari hasil uji ini diperoleh juga nilai 
maximum sebesar 5 dan nilai minimum sebesar 2,75. Hasil rata – rata 
menunjukkan bahwa responden mendapatkan nilai 3,930 yang menunjukkan 
bahwa rata – rata responden memilih jawaban setuju. 
Uji Hipotesis 
Uji t ( Parsial)  
Uji parsial diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependennya.  
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      Tabel 4.2 
Uji Parsial (Uji t) 




Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) ,256 ,708   ,362 ,718 
  KP ,241 ,112 ,174 2,148 ,034 
  SP ,250 ,112 ,159 2,236 ,028 
  BKP -,876 ,146 -,610 -6,000 ,000 
  E-filing 1,294 ,134 ,898 9,679 ,000 
   Sumber data diolah peneliti 2020 
a. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan pajak  
Hasil penelitian menunjukkan variabel kualitas pelayanan memiliki  nilai t-
hitung sebesar 2,148 dengan nilai significant t lebih kecil dari α 0,05 (0,034<0,05). 
Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 
sehingga H1a diterima yang artinya, setiap peningkatan dari kualitas pelayanan 
akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik seperti 
memberikan informasi detail, cepat, dan tanggap sangat diperlukan dalam hal 
memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam proses pembayaran maupun pelaporan 
pajaknya. Pelayanan yang diperlukan bukan hanya pelayanan offline atau pada 
saat wajib pajak datang ke Kantor Pajak, tetapi dapat juga pelayanan melalui 
telepon atau online. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh 
(Susmita & Supadmi, 2017) bahwa wajib pajak yang mendapatkan pelayanan 
yang baik dari fiskus justru cenderung akan patuh dalam membayar dan 
melaporkan pajaknya sebab dengan pelayanan yang berkualitas, maka akan 
membuat wajib pajak merasa puas. Semakin tinggi pemberian pelayanan yang 
dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 
pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Indaryani dan Askandar (2018). 
b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan pajak  
Hasil penelitian menunjukkan variabel sanksi perpajakan memiliki  nilai t-
hitung sebesar 2,236 dengan nilai significant t lebih kecil dari α 0,05 (0,034<0,05). 
Hal ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 
maka H1b diterima yang artinya setiap peningkatan dari sanksi perpajakan  akan 
meningkatkan kepatuhan pajak. 
Denda pajak yang diterapkan pada klaim pajak harus sesuai dengan pajak 
yang ingin dipenuhi oleh kewajiban pajak. Kepatuhan pajak meningkat karena 
para wajib pajak yang perlu dibayar untuk perpajakan memilih untuk mematuhi 
daripada dikenakan pajak yang lebih kena pajak. Arabella dan Yeni (2013) bahwa 
sanksi perpajakan yang dikenakan dapat sepenuhnya meningkatkan kepatuhan 
perpajakan, Pranadata (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan untuk 
kewajiban perpajakan orang pribadi bersifat positif dan signifikan. Wajib pajak 
yang mendapatkan faktur yang mereka bayar pajak akan dikenai pajak tersebut 
dan memilih pajak yang akan dibayar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Endaryanti (2017), Indriyani, dan Askandar (2018). 
c. Pengaruh Biaya kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan pajak  
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Hasil penelitian menunjukkan variabel biaya kepatuhan pajak memiliki nilai 
t-hitung sebesar -6,000 dengan nilai significant t lebih kecil dari α 0,05 
(0,000<0,05). Hal ini menunjukkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap 
kepatuhan pajak, maka H1c diterima yang artinya setiap peningkatan biaya 
kepatuhan pajak  akan menurunkan  kepatuhan pajak 
Pengaruh negatif biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak 
menunjukkan apabila biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak 
semakin besar maka tingkat kepatuhannya akan menurun. Dengan adanya 
peraturan perpajakan menimbulkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh  
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 
2013).  
Biaya disini bukan hanya terkait dengan uang tetapi juga waktu dan pikiran 
(Rahman, 2011). Selain membayar pajak yang terutang wajib pajak juga harus 
mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya 
seperti biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya fotocopy, membaca petunjuk 
pengisian SPT, waktu yang digunakan untuk perjalanan ke KPP, dan lain-lain 
(Arabella dan Yeni, 2013). Tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib 
pajak enggan untuk membayar pajak. Apabila teori TPB dikaitkan dengan biaya 
kepatuhan apabila individu yang menanggung biaya kepatuhan dan memberatkan 
akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya apabila biaya 
kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu berat, maka individu tersebut akan 
cenderung patuh dan menghindari penggelapan pajak (Mustika, 2016). 
Kenyataanya biaya kepatuhan pajak dapat menghambat wajib pajak untuk 
membayar pajak. Berdasarkan hasil kuesioner wajib pajak UMKM yang terdaftar 
di KPP Pratama menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar 
konsultan pajak, biaya fotocopy, waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dan 
mempelajari peraturan perpajakan cukup menghambat wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak berharap dapat 
mengeluarkan biaya serendah mungkin dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Wajib pajak merasa dirugikan apabila biaya kepatuhan pajak yang 
dikeluarkan tinggi padahal biaya tersebut timbul akibat memenuhi kewajiban 
perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang pernah dilakukan oleh Indriyani dan Askandar (2018). 
d. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan pajak  
Hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan e-filing memiliki nilai t-
hitung sebesar 9,679 dengan nilai significant t lebih kecil dari α 0,05 (0,000<0,05). 
Hal ini menunjukkan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka H1d 
diterima yang artinya setiap peningkatan dari Penerapan e-filing akan 
meningkatkan kepatuhan pajak. 
Pengaruh positif penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak menunjukkan 
bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-
filing merupakan langkah awal yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 
memodernisasi sistem perpajakan yang digunakan untuk melaporkan SPT secara 
online. Dengan adanya penerapan e-filing pelaporan SPT menjadi lebih efisien 
daripada melaporkan SPT secara manual, sehingga dengan menggunakan e-filing 
wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya 
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(Susmita dan Supadmi, 2016). Selain itu, keunggulan dari e-filing memakai 
komputer dan internet yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 
Keunggulan lainnya selain dapat dengan cepat melaporkan SPT, data pajak yang 
dilaporkan terjaga kerahasiaanya dan tidak perlu mengantri di kantor pajak 
maupun tempat pelaporan SPT lainya. (Susmita dan Supadmi, 2016). 
Penerapan e-filing dapat dilihat dari kuesioner bahwa wajib pajak 
menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak perlu 
mengantri di KPP Pratama untuk mengisi SPT sehingga lebih efektif dan efisien 
dengan demikian akan muncul kepuasan wajib pajak terhadap penerapan e-filing. 
Kepuasan yang dirasakan wajib pajak ini akan membentuk sikap positif yang 
akhirnya akan membuat wajib pajak semakin patuh. Penelitian ini sejalan dengan 




Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel kualitas pelayanan, 
sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing berpengaruh  
terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif  
terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh 
negatif terhadap kepatuhan pajak. 
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